BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa dalam rangka efektivitas penerapan kebijakan
akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten
Tulungagung agar dapat lebih optimal, maka perlu
merubah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5340);

Peraturan Pemerintah Nommor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4376} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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22.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 21 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 21), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 21), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati

Tulungagung Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2015 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Paragraf 23 Lampiran XI Akuntansi Aset Tetap dan
Aset Lainnya diubah, sehingga Paragraf 23 berbunyi sebagai
berikut:

23. Belanja Peralatan dan Mesin yang mempunyai manfaat
ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai
satuan barang dibawah nilai kapitalisasi tetap dicatat
sebagai aset dan termasuk dalam barang extra
comptable, sehingga tidak dicatat di dalam neraca tetapi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian,
peralatan untuk proses belajar mengajar. Artinya
adalah semua pengeluaran untuk memperoleh aset
tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar
harus dikapitalisasi.

Pemeliharaan jalan/irigasi/jaringan yang belum/tidak
direncanakan sebelumnya/tidak terukur volumenya
tetapi secara teknis segera memerlukan perbaikan
dianggarkan di belanja barang dan jasa serta tidak

dikapitalisasi.
ey



2. Ketentuan Paragraf 25 Lampiran XI Akuntansi Aset Tetap dan
Aset Lainnya diubah, sehingga Paragraf 25 berbunyi sebagai
berikut:
25. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya

perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan

renovasi disajikan pada tabel berikut:

Uraian

Penambahan masa
manfaat (tahun)

Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

Alat-alat Berat

Alat-alat Angkutan

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Pertanian/Peternakan

Alat-alat Kantor

Alat-alat Rumah Tangga

Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat-alat Kedokteran

Alat-alat Laboratorium

Alat Keamanan

NN INININININININ]|W

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

()]

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan Jembatan

w

Irigasi

W

Jaringan

3. Ketentuan Paragraf 11 Lampiran XII Akuntansi Kewajiban
dan Ekuitas diubah, sehingga Paragraf 11 berbunyi sebagai
berikut:

11.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal

yang

mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah
pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek
pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis
investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana
pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis

kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika
pemerintah daerah menerima hak atas barang
atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah
mengakui kewajiban atas jumlah yang belum
dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa
tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun
fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi
yang ada pada kontrak perjanjian dengan
pemerintah, jumlah yang dicatat harus
berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan
sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.



2. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas
pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada
entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-
undangan. Utang transfer diakui dan dinilai
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang
telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada
setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari
kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo
pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada
pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat
sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12
bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan
dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat
laporan’ keuangan disusun. Contoh lainnya adalah
penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan
barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain
dan penerimaan atas uang jaminan pembongkaran
reklame.

4, Ketentuan Paragraf 16 Lampiran XIII Akuntansi Pendapatan
diubah, sehingga Paragraf 16 berbunyi sebagai berikut:

16. a. Pendapatan kapitasi diakui pada saat Surat
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)
disahkan oleh PPKD. Selama SP2B belum
disahkan oleh PPKD, maka pendapatan hanya
diakui oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP).

b. Pendapatan atas jaminan bongkar reklame diakui
pada saat wajib pajak sampai dengan batas waktu
berakhirnya masa ijin pemasangan reklame tidak
membongkar sendiri.

5. Ketentuan Paragraf 4 Lampiran XVIII Kas dan Setara Kas
diubah, sehingga Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

4. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah
mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah
tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan
kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung
jawab selain bendahara umum daerah, misalnya
bendahara pengeluaran. Kas dan  setara kas yang
yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara

umum daerah terdiri dari:
Ak



a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-
rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang
negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3
bulan, yang dikelola oleh bendahara umum
daerah.

Kas atas pembayaran uang jaminan bongkar reklame

diterima dan diadministrasikan oleh Bendahara

Penerimaan. Apabila sampai dengan batas waktu

berakhirnya masa ijin pemasangan reklame, wajib pajak

tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan tersebut
disetorkan ke kas daerah. Apabila wajib pajak
melakukan pembongkaran sendiri reklame yang berakhir
masa berlakunya, maka Bendahara Penerimaan
membayarkan uang jaminan tersebut kepada wajib
pajak. Uang jaminan bongkar yang pada akhir tahun
anggaran belum berakhir batas waktu masa ijin
pemasangan reklame disimpan oleh Bendahara
Penerimaan SKPD dan disajikan dalam neraca.

Kas Kas di Kas | Kas di Kas Daerah
Daerah Potongan Pajak dan
Lainnya
Kas Transitoris
Kas Lainnya
Kas di Bendahara | Pendapatan Yang Belum
Penerimaan Disetor
Uang Titipan
Kas di Bendahara | Sisa Pengisian Kas
Pengeluaran UP/GU/TU
Pajak di SKPD yang Belum
Disetor
Uang Titipan
Kas di BLUD Kas Tunai BLUD
Kas di Bank BLUD
Pajak yang Belum Disetor
BLUD
Uang Muka Pasien
RSUD/BLUD
Uang Titipan BLUD
Setara Kas | Deposito (kurang | Deposito (kurang dari 3
dari 3 bulan) bulan)
Surat Utang | Surat Utang Negara
Negara /Obligasi | /Obligasi
(kurang dari 3 | (kurang dari 3 bulan)
bulan)
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 2 N0V 2010

BUPATI TULUNGAGUNG,

SY.

Diundgngkan di Tulungagung
pada fanggal 22 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 40
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